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A, Latar Belakang Penelitian

Pengelolaan keuangan daerah dj Pemerintah Daerah (PEMDA)
kabupaten/kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkarmya Undang-
undang (UU)} No. 32 tahun 2004 menggantikan UU No, 22 tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah atay biasa disebut dengan Undang-undang
Otonomi Daerah (Kusumadewi dag Rahman, 2007), Undang-undang tersebut
menyatakan bahwa ofonomi daerak merupakan hak, wewenang, dan
kewajiban daerah 0!0%10111 untuk menpatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintah dan kcpent;ingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

|
Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemeriatah daerdy

otonom mempunyai kev|venangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat sefempat sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat. Inti hakekalt otonomi adalah adanya kewenangan daerah, bukan
pendelegasian (Adi, 2006). Pelaksanakan kebijakan Pemerintah Indonesia
tentang otonomd daerah merupakan kebijakan yang dipandang sanpat
demokiatis dan memenuliﬁ aspek desentralisasi kevangan yang sesungpguhnya.
Pelaksanaan desentxalis%si sendiri mempunyai tujuan untuk mewujudkan

kemandirian daerah. :
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Desentralisasi kewangan daerah diimplementasikan dalam bentuk
diberlakukaninya UU No. 33 Tahun 2004 tentang Pefimbangan Keuangan
Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah yang berdampak pada
perubahan pada sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan pemerintah
daerah. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa untuk pelaksanaan
kewenangan pemerintah dacrah maka pemerintah pusat akan mentransferkan
dana perimbangan kepada PEMDA yang terdiri dari Dana Alokasi Umum.
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dai bagian daerah daii hasil pajak
pusat. Disamping itu, Pemerintah Daerah juga memiliki sumber pendanaan
sendiri berupa PAD, pinjaman dacrah, maupun lain-lain penerimaan daerah

yaig sah.

Transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
merupakan sumber pendanaan dalam pelaksanaan kewenangannya, namun
dalam Kenyataannya transfer dana tersebut merupakan sumber dana utaima
bagi Pemerintah Daerah untuk membiayai Belanja Daerah. Seharusnya
kekurangan dari transfer dana tersebut diharapkan dapat diambil dari sumber

pendanaan sendifi vaitu berupa Pendapatan Asli Daerah (Prakoso, 2004).

Dana Alokasi Umum yang berasal dari Anggaraﬁ Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuanpgan antar daerah untuk membiayai penpelusrannya dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi. Sejak diterapkannya desentralisasi fiskal,
pemerintah pusat mengharapkan daerah dapat mengelola sumber daya yang
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pusat. Di beberapa daerah peran DAU masih sangat signifikan karena
kebijakan Belanja Daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU daripada PAD

(Harianto dan Adi, 2007).

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan dacrah yang
diperoleh dari sumber-sumber dalamt wilayahnya sendiri yang dipungut
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku (Halim, 2004). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dagrah
menyatakan bahwa PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian
]laba usaha daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Setiap
daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk mengpali sumbér
keuanganya sendiri dengan melakukan segala upaya untuk meningkatkan
PAD. Apabila suatu daecrah memiliki PAD yang meningkat maka dana yang
dimiliki pemetintah akan meningkat pula. Peningkatan ini akan
menguntungkan pemerintah, karena merupakan cerminan keberhasilan usaha
atau tingkat kemampuan daerah sehingga dapat digunakan untuk memenuhi

kebutuhan daerahnya (Halim, 2004).

Penelitian mengenai pengaruh pendapatan daerah terhadap
pengeluaran daerah sudah pernah dilakukan oleh, Aziz er.af (2000), Legrenzi
dan Milas (2001) dalain (Abdullah dan Halim, 2003) menyatakan hubtngai

pendapatan daerah berpengaruh terhadap anggaran belanja pemerintah daerah
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pemerintah daerah dalam menganggarkan Belanja Daerah disesuaikan dengan

pendapatan dacrah yang ditérima.

Kristina (2008) menyatakan bahwa DAU pada tshun berjalan dan
PAD tahun berjalan berpengaruh terhadap Belanja Daerah tahun berjalan, hal
ini mengindikasikan bahwa adanya transfer dari pemerintah pusat
menyebabkan PEMDA lebih leluasa menggunakan dana untuk memberikan

pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atan untuk keperluan

dilakukan oleh Maimunah (2008) menyatakan bahwa DAU tahun berjalan
dan PAD tahun berjalan berpengaruh terhadap Belanja Daerah tahun berjalan,
yvang berarti besafhya nilai DAU dan PAD mempengaruhi beésarnya nilai

Belanja Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Prakoso (2004) tentang DAU dan
PAD tethadap Prediksi Belanja Daerah menunjukkan bahwa DAU dair PAD
berpengaruh terhadap Belanja Daerah, baik dengan log maupun tanpa log.
Ketika tidak menggunakan log, pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah lebih
kuat daripada DAU, tetapi ketika menggunakan log, pengaroh DAU teérhadap
Belanja Daerah justru lebih kuat daripada PAD. Hal ini menunjukan bahwa
tingkat ketergantungan PEMDA kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat
masih cukup tinggi.

Berdasatkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa
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yang baik kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana
yang memadai dan sesuai kebutuban masyarakat. Penyedian fasilitas-fasilitas
tersebut diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat,
walaupun akibatnya akan membutuhkan porsi alokasi belanja PEMDA yang

lebih besar.

Boediono (1985) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi adalah
proses kenaikan output perkapita diproksi dengan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) perkapita, pertumbuhan ekonomi yang dimaksudkan
di sini adalah pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari PDRB berdasarkan
harga kostan. Kebijakan otonomi daerah merupakan pendelegasian
kewenangan yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan,
sarana dan prasarana dan sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka
desentralisasi fiskal. Dalam menghadapi desentralisast fiskal menunjukkan
bahwa potensi fiskal pemerintah dacrah satu dengan daerah yang lain bisa
jadi sangat beragam, perbedaan ini pada gilirannya dapat menghasilkan
peftumbuhan ekonomi yang béragam pula.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lin dan Liu (2000) dalam
Darwanto dan Yustikasari (2007) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal
memberikan daimpak yvang positif tethadap pertumbihan ekonomi dengan



Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini mengambil
judul “Pengaruh Dama Alokasi Umum, Pcndapatan Asli Daérah,
Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Daerah (Studi pada

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan DIY)

Penelitian int merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh
Kesit Bambang Prakosa (2004), yang menganalisis Pengaruh Dana Alokasi
Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah,
dengan sampel propinsi di Jawa Tengah dan DIY dari tahun 2000 s.d 2002.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan

mepambahkan variabel independen yaitu Perfumbuhan Ekonomi. Penulis

kedua daerah tersebut memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda, baik

karakter ekonomi maupun kondisi peografisnya.

B. Batasan Masalah
1. Dana Alokasi Umum diukur berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 dan UU
No. 33 tahun 2004.
2. Pendapat Asli Daerah dan Belanja Dacrah divkur berdasarkan
Permendagri No. 13 Tahun 2006.

3. Pertumbuban Ekonomi (PDDRB) diperoleh dari  laporan
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C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumusksn

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanfa Daerah?
2. Apakah Pendapatan Asli Dacrah berpengaruh terhadap Belanja Daerah?

3. Apakah Pertumbuahan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Daerah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkem bukti empiris, bahwa:

}. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah.
2. Pendapatan Asli Daerah berpetigaruh terhadap Belanja Daerah.

3. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

E. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Secara Teoritis
a. Hasil penclitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap

pengembangan literatur akuitaisi sektof publik (ASP).

b. Dapat menambah pengetahuan untuk penelitian selanjutnya mengenai

faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Daerah seperti pendapatan
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2. Manfaat Secara Praktis
a. Memberikan masikan bagi pemerintah Kabupateiv/Kota tentang DAU,

PAD, Pertumbuhan Ekonomi dan Belnaja Daerah.

b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa
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